
BUPATI BOYOLALI 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR '2-'^ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 
TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

Mengingat

BUPATI BOYOLALI,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Pimpinan 
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/ 1130/KSP.00/70- 
76/02/2023 perihal Area, Indikator, dan Subindikator 
Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023, maka 
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan 
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Boyolali, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 82 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta 
Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Boyolali, perlu untuk diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang.............
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 572);

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan 
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta 
Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2022 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali:
a. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali 
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8); dan

b. Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 
82)

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang 

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan 
pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan 
dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang beketja pada 
instansi pemerintah.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- 
undangan.

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
melaksanakan tugas pemerintahan.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS 
adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan 
Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.

8. Istri/Suami.......................
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8. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan 
perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya sesuai peraturan pemndang-undangan.

9. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak 
angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau 
mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan 
kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun 
kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau 
Istri/Suami.

10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai 
tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dalam hal 
ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.

11. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak 
atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, 
termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai 
dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara 
beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara 
Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, 
Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum 
dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.

12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang 
selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk 
dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen 
elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai 
Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, 
dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara.
13. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta 
kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih 
menjadi tanggungan yang dituangkan dalam Formulir 
LHKASN yang telah ditetapkan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

14. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut 
Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

15. Pejabat Penyelenggara Negara adalah Pegawai yang 
menduduki jabatan yang termasuk dalam kategori wajib 
melaporkan LHKPN.

16. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten 

Boyolali.

17. Badan Kepegawaian................ .
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ir.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang 
selanjutnya disingkat BKP2D adalah Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali.

18. Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat Penyelenggara Negara 
yang memiliki kewajiban melaporkan LHKPN kepada KPK.

19. Wajib Lapor LHKASN adalah ASN selain wajib lapor LHKPN, 
PPPK dan CPNS yang wajib melaporkan harta kekayaannya 
kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing 
dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati.

20. Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang mengelola pelaporan 
LHKPN Penyelenggara Negara yang beranggotakan dari 
Inspektorat Daerah dan BKP2D.

21. Tim Teknis LHKASN adalah Tim yang mengelola pelaporan 
LHKASN yang beranggotakan dari Inspektorat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara, ASN dan Kepala Desa di Lingkungan 
Pemerintah Daerah wajib melaporkan Harta Kekayaan.

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi;
a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
f. Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
g. Pejabat Administrator; dan
h. Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD. -

(3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh 
PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah selain Pejabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 
seluruh Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(5) Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada KPK.

(6) Harta Kekayaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada 
Komisi yakni pada saat:

pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat 
pertama kali menjabat;
berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai 
Penyelenggara Negara;

a.

b.

c. pengangkatan kembali.
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c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara 
setelah berakhimya masa jabatan atau pensiun; atau

d. masih menjabat.
(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka 
waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat 
pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/ 
pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan 
atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib 
disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali 
atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun 
laporan.

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 
Maret tahun berikutnya.

4. Pasal 7 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi 
KPK.

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat:
a. nama;
b. jabatan;
c. instansi;
d. tempat dan tanggal lahir;
e. alamat;
f. identitas istri/suami, anak baik anak tanggungan 

maupun bukan anak tanggungan;
g. jenis, nilai, asal usul, dan tahun perolehan serta 

pemanfaatan Harta Kekayaan;
h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda 

tangan sesuai dengan kartu tanda penduduk; dan
j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
dokumen milik negara.

(4) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal.
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6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara 
Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah 
Penyelenggara Negara menerima tanda terima dari KPK.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara elektronik dan/atau nonelektronik 
melalui media pengumuman resmi KPK dan/atau instansi.

(3) Format Naskah Pengumuman Harta Kekayaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini.

7. Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 'Z 6 /I ^ y<{ 2023

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 2 ^ 2023

RITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023 NOMOR 2 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SR TININGSIH
Pembma Tingkat I 

NIP. 19671102 199403 2 009




